
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI CIANJUR 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI CIANJUR 
NOMOR 50 TAHUN 2024 

TENTANG 

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT CIANJUR, 

a bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan 
digunakan sebagai pedoman penganggaran berdasarkan 
kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD]; 

b. bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, BUMD dan 
BLUD Tahun Anggaran 2025 yang dibiayai dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah, disusun standar biaya umum 
dalam bentuk Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025. 

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851; 

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungiawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

7. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adminitrasi Pemerintah (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 560I) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757; 

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2010 Nomor 110, tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

IL. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6523; 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomro 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran, dan Pertanggungiawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi dan Insentif dan Dana Operasional; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I9 tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
2083) 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Bernita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 



Menetapkan 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
49/PMK.02/203 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2024; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 
2021 tentang Pemutakhiran tentang Hasil Verifikasi dan 
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah; 

26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Cianjur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 
Nomor 39); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor I Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35); 

28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 78 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak 
Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 78); 

29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2023 tentang 
Tam bahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2023 Nomor 327); 

30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2023 tentang 
Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah 
Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 363); 

31. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standar 
Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 
Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 434); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM 
TAHUN ANGGARAN 2025. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ' 

• Daerah Kabupaten yang sclanjutnya disebut Daerah adalah 
Daerah Kabupaten Cianjur. 

2. Bupati adalah Bupati Cianjur. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Kabupaten Cianjur. 

4. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah 
satuan biaya berupa harga satuan jasa yang berlaku disuatu 
daerah. 

5. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat 
dengan TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan 
kepada Aparatur Sipil Negara (ASN] yang merupakan fungsi 
dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan 
didasarkan pada capaian kinerja ASN tersebut yang sejalan 
dengan capaian kinerja organisasi dimana ASN tersebut 
bekerja. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan 
daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(l) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk 
memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam 
penyusunan perencanaan an@garan dan pelaksanaan 
belanja. 

(2) tujuan penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) Tahun 
Anggaran 2025 adalah scbagai berikut: 

a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau 
kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan 
daerah yang transparan; 

b. menjadi acuan belanja program atau kegiatan Perangkat 
Daerah serta menyeragamkan besaran satuan sejenis yang 
digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Cianjur; 

c. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 

d. bahan penghitungan pagu indikatif APBD yang bersifat 
obycktif 



BAB III 

STANDAR BIAYA UMUM 

Pasal 3 

(I) Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaan 
anggaran berfungsi sebagait 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 
pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 

b. estimasi atau prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui 
karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga 

pasar 

(2) Komponen dalam Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025, terdiri 
dan: 

a. standar biaya umum; dan 

b. besaran tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Cianjur. 

Pasal 4 

(I) Rincian Standar Biaya Umum (SBU] scbagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) 
huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Rincian Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 
(2) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

(3) Apabila terdapat harga yang lebih rendah dengan uraian dan spesifikasi 
yang sama scbagaimana tercantum dalam ayat (I), maka dianggap sah 
selama termuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPDJ. 

Pasal5 

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran serta standar biaya umum yang belum tercantum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam menyusun Rencana 
Kerja dan Anggaran harus mengusulkan terlcbih dahulu komponen 
belanja jasa dengan melampirkan kebijakan atau peraturan perundang­ 
undangan terkait. 

(2) Usulan komponen jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 
ke dalam surat usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 
ditandatangani oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan. 

(33) Perubahan standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
dan ayat [(2) dapat dilakukan pcmutakhiran dalam database Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah atau Aplikasi Penganggaran APBD 
lainnya, yang selanjutnya untuk ditampung dalam perubahan Lampiran 
Peraturan Bupati Cianjur paling lambat pada akhir tahun anggaran 
berjalan. 



• 

• 

BAB Ill 

Ketentuan Peralihan 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cianjur 
Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 315) dinyatakan tetap 
berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. 

Ditetapkan di Cianjur 
pada tanggal 21 Juni 2024 

BUPATI CIANJUR, 

Ttd/Cap. 

HERMAN SUHERMAN 

Diundangkan di Cianjur 
da tanggal 24 Juni 2024 

ARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR, 

s Luss 
BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 435 


